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ABSTRACT 
 This research aims to analyze the service quality of Funeral Home of the Member of the 
Employee Corps of the Republic of Indonesia in Central Sulawesi Province. He informants of the 
research were 6 people. The data were gathered through observation, interview, and 
documentation. The data were analyzed qualitatively through Miles and Huberman  and Saldana 
approach namely data collection, data condensation, and drawing conclusion. The research results 
show that 1. Physical evidence indicates that physical facilities at Employee Corps of the Republic 
of Indonesia in Central Sulawesi Province are not sufficient. 2. The reliability of the ability of the 
Employee Corps of the Republic of Indonesia in Central Sulawesi Province to provide service as 
promised in accurate and accountable way with punctuality parameter, the same service for 
everything without mistakes have not been running well, the Employee Corps of the Republic of 
Indonesia in Central Sulawesi Province will show a symphatetic, and a high accuracy in providing 
funeral home service. 3. Responsiveness is a quick and accurate response given by the Employee 
Corps of the Republic of Indonesia in Central Sulawesi Province have not been implemented well 
although there is already clear information. 4. Assurance covers knowledge, politeness, and ability 
of  the Employee Corps of the Republic of Indonesia in Central Sulawesi Province to create trust 
has been running well. 5. Empathy is by providing sincerity attention individually or personally 
given by the Employee Corps of the Republic of Indonesia in Central Sulawesi Provincen and 
trying to understand the desire. By having understand and knowledge, understand specifically, and 
have a comfortable time have been implemented properly. 




Desentralisasi pemerintahan dalam 
konsep otonomi daerah merupakan sebuah 
cara untuk menciptakan sebuah pelayanan 
yang responsif dan demokratis. Desentralisasi 
dalam hal ini dimaknai sebagai konsep 
otonomi yang luas, nyata dan bertanggung 
jawab dengan meletakkan pelaksanaan 
otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat 
dengan publik. Tujuan pemberian otonomi 
daerah adalah untuk memberdayakan daerah, 
termasuk publiknya, mendorong prakarsa dan 
peran serta publik dalam pembangunan. Selain 
itu, otonomi daerah diharapkan akan lebih 
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan 
akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi 
pemerintah daerah dalam pelayanan publik. 
Saat ini isu yang disuarakan adalah 
persoalan pelayanan publik oleh organisasi 
publik atau organisasi pemerintah daerah, 
selama ini ada kesan pelayanan publik oleh 
organisasi pemerintah daerah masih belum 
seperti yang diharapkan dalam arti dapat 
dikategorikan belum berkualitas. Berbagai isu 
muncul diantaranya adalah bahwa pelayanan 
cenderung pilih kasih, berbau kolusi, korupsi, 
nepotisme, berbelit-belit dan sangat tidak 
memuaskan publik. Untuk itu gagasan 
mengenai perlunya perbaikan dalam hal 
pelayanan publik menjadi suatu hal yang tak 
terelakkan, Dwiyanto (2012:1) mengemukakan 
bahwa “Perbaikan pelayanan publik menjadi 
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salah satu pekerjaan rumah indonesia yang 
belum terselesaikan, sejak gerakan reformasi 
berhasil menggusur orde baru, banyak 
perubahan telah dilakukan kecuali 
mereformasi pelayanan publik“.  
Perubahan kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan di daerah 
tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik. Perubahan tersebut 
juga didasari pergeseran paradigma yang 
berisikan perubahan perilaku pelayanan dari 
yang bersifat sentralisasi ke desentralisasi. 
Selain itu, salah satu upaya untuk mendorong 
terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik 
dan terjadinya revitalisasi fungsi di daerah 
melalui pelayanan pemerintah di daerah adalah 
dengan adanya keharusan setiap instansi 
pemerintah daerah untuk menyusun rencana 
strategi masing-masing dengan tujuan 
meningkatkan kualitas pelayanan publik.  
Kemampuan pemerintah daerah dalam 
pelayanan publik sangat mendukung 
pencapaian tujuan organisasi pemerintah 
daerah, semakin tinggi kemampuan yang 
dimiliki pemerintah daerah dalam 
melaksanakan tugas pelayanan semakin efektif 
pula pencapaian tujuan organisasi pemerintah 
daerah. Akan tetapi dalam hal ini menilai 
kualitas pelayanan publik bukanlah kegiatan 
yang sangat mudah khususnya pemberian 
pelayanan publik yang bersifat jasa maupun 
administratif. 
Peningkatan kualitas pelayanan publik 
sampai saat ini terus menerus dilakukan oleh 
pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan 
dalam bidang pelayanan. Pemerintah daerah 
akan memberikan penghargaan kepada unit-
unit pelayanan agar dapat memberikan 
pelayanan agar terciptanya pelayanan publik 
yang berkualitas di segala bidang. Karena pada 
saat ini pengelolaan pelayanan publik masih 
mendapat penilaian negatif dalam kinerja 
pelayanannya dan belum sesuai dengan 
harapan. Menghadapi hal tersebut pemerintah 
daerah memberikan pengawasan serta 
pelatihan kepada Aparatur Sipil Negara di 
daerah khususnya kantor/instansi yang 
menyediakan pelayanan publik agar kualitas 
pelayanan yang berkualitas tidak hanya 
sekedar konsep tetapi dapat segera terealisasi. 
Demikian halnya pelayanan 
persemayaman bagi Anggota KORPRI di 
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah, terkait dengan pelayanan di 
bidang persemayaman berdasarkan Surat 
Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional 
Nomor: SE-06/KU/DPN/IX/2006, tentang 
Persemayaman dan Pemakaman Bagi Pegawai 
Negeri Sipil/Anggota KORPRI, dimana 
dijelaskan bahwa “Persemayaman adalah acara 
resmi menjelang upacara pemakaman dengan 
tujuan memberikan kesempatan  terakhir 
kepada handai tolan rekan, sahabat, dan warga 
untuk menyampaikan penghormatan kepada 
jenazah dan pernyataan bela sungkawa kepada 
keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu 
menuju kepada kualitas pelayanan yang 
profesional, Dewan Pengurus KORPRI 
Provinsi Sulawesi Tengah menyusun dan 
menetapkan kode etik yang telah disepakati 
dan dilaksanakan secara bersama-sama, karena 
tujuan utama adanya KORPRI adalah menjaga 
kode etik profesi dan standar pelayanan profesi 
Aparatur Sipil Negara di lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 
Kode Etik dalam hal ini merupakan 
suatu tatanan etika yang telah disepakati. 
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi 
Tengah harus mampu mengawasi dan menjaga 
kode etik ini agar selalu menjadi pedoman 
tingkah laku dalam memberikan pelayanan. 
Kode etik ini jika KORPRI Provinsi Sulawesi 
Tengah menjalankannya dan tidak 
melanggarnya maka KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah akan mampu menjadi 
profesional dan pada akhirnya tugasnya dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan termasuk 
dalam hal memberikan pelayanan 
persemayaman kepada Anggota KORPRI di 
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah akan lebih baik. 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
merupakan wadah dari Aparatur Sipil Negara 
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Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai 
tugas menjalankan tugas negara dan 
mempertanggung jawabkannya kepada publik 
khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal 
peningkatan kualitas pelayanan persemayaman 
oleh KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah, 
Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi 
hal yang mutlak dipatuhi. KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah memberikan pelayanan 
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) persemayaman yang sudah ditetapkan 
bagi Anggota KORPRI di lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.  
Standar Operasional Prosedur (SOP) 
tersebut termaksud pada Pedoman Tata Cara 
Persemayaman dan Pemakaman bagi Anggota 
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah yang meninggal 
dunia dan lebih diperkuat pada Peraturan 
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 62 Tahun 
2014 tentang Tata Cara Persemayaman dan 
Pelepasan Jenasah Bagi Anggota KORPRI di 
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah. Saat ini jumlah Anggota 
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 12.772 
orang, dengan jenis kelamin pria  berjumlah 
6.456 orang, jenis kelamin perempuan 
berjumlah 6.316 orang. 
Terbitnya berbagai peraturan tersebut, 
bukan berarti kualitas pelayanan 
persemayaman dapat dikategorikan 
berkualitas, hal ini didasarkan hasil penelitian 
yang menunjukkan masih terdapat pelayanan 
persemayaman belum sesuai dengan Standar 
Operasional Prosedur (SOP), hal ini 
dikarenakan ketika terdapat Anggota KORPRI 
di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah yang meninggal secara 
bersamaan dalam arti waktu 
persemayamannya bersamaan atau berdekatan, 
maka dengan alasan keterbatasan sarana dan 
prasarana maka pihak keluarga duka diminta 
untuk menyiapkan kelengkapan jenasah 
sampai acara persemayaman secara pribadi 
terlebih dahulu dalam arti setelah selesai 
persemayaman maka segala anggaran yang 
dikeluarkan barulah dilakukan penggantian 
itupun setelah lewat dari tiga hari jenasah 
dikebumikan. Selain itu masih terdapat 
keterlambatan pelayanan persemayaman yang 
dilakukan oleh KORPRI Provinsi Sulawesi 
Tengah dengan alasan bahwa Anggota 
KORPRI tersebut meninggalnya pagi hari 
sedangkan pihak keluarga berharap 
dikebumikan pada sore hari dengan hari yang 
sama sehingga mengakibatkan ketidaksiapan 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah termasuk 
dalam menyiapkan data Curiculum Vitae 
Anggota KORPRI yang meninggal tersebut 
untuk dibacakan pada acara persemayaman. 
Menelaah hasil penelitian di atas, 
idealnya KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
dapat mengetahui berbagai permasalahan 
tersebut, dengan mempertimbangkan penilaian 
kualitas pelayanan melalui 1. Bukti fisik dalam 
hal ini merupakan kemampuan sarana dan 
prasarana fisik yang dimiliki oleh KORPRI 
Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberikan 
pelayanan persemayaman. 2. Keandalan 
berarti menunjukkan pada kemampuan 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah untuk 
memberikan pelayanan persemayaman sesuai 
dengan yang dijanjikan secara akurat dan 
terpercaya. 3. Daya Tanggap dalam hal ini  
merupakan pelayanan yang cepat (responsif) 
dan tepat oleh KORPRI Provinsi Sulawesi 
Tengah dengan dibarengi penyampaian 
informasi yang jelas terhadap pelayanan 
persemayaman. 4. Jaminan. Menunjukkan 
adanya pengetahuan, kesopansantunan, dan 
kemampuan KORPRI Provinsi Sulawesi 
Tengah agar dapat menumbuhkan rasa percaya 
dalam pelayanan persemayaman. 5. Empati. 
Dengan memberikan perhatian yang tulus dan 
bersifat individual atau pribadi yang diberikan 
oleh KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
dalam pelayanan persemayaman dengan 
berupaya memahami keinginan serta memiliki 
pengertian dan pengetahuan, memahami 
kebutuhan secara spesifik, serta memiliki 
waktu pengoprasian yang nyaman. Dengan 
adanya penilaian tersebut hingga dimasa 
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datang telah mempunyai solusi yang tepat agar 
pelayanan persemayaman Anggota KORPRI 
di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 




Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kualitatif. Denzin dan Lincoln dalam Creswell 
(1998:15) mengemukakan bahwa penelitian 
kualitatif adalah multimetode dalam fokus, 
termasuk pendekatan interpretatif dan 
naturalistik terhadap pokok persoalannya. Ini 
berarti para peneliti kualitatif menstudi segala 
sesuatu dalam latar alamiahnya, berusaha 
untuk memahami atau menginterpretasi 
fenomena dalam hal makna-makna yang 
orang- orang berikan pada fenomena tersebut. 
Penelitian kualitatif mencakup penggunaan 
dan pengumpulan beragam material empiris 
yang digunakan studi kasus, pengalaman 
personal, introspektif, kisah hidup, dan teks 
wawancara, observasi, sejarah, interaksional, 
dan teks visual yang mendeskripsikan momen-
momen rutin dan problematik serta makna 
dalam kehidupan individual. 
Penelitian ini dilakukan di masing-
masing tempat atau rumah duka yang pernah 
menerima pelayanan persemayaman yang 
dianggap relevan dengan objek penelitian 
dengan melihat fakta-fakta yang ada. Waktu 
yang telah digunakan dalam penelitian ini 
selama 4 (Empat) bulan, terhitung mulai bulan 
Mei Tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus 
Tahun 2018. Informan adalah orang yang 
memberikan informasi tentang situasi dan 
kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 
2002). Adapun yang penulis tetapkan menjadi 
informan adalah keluarga Duka Aparatur Sipil 
Negara Propinsi Sulawesi Tengah yang 
menerima pelayanan persemayaman dari 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 
5 orang dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI 
Provinsi Sulawesi Tengah 1 orang. Dengan 
mengunakan teknik purposive, yaitu pemilihan 
informan dipilih secara sengaja berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan 
berdasarkan tujuan penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Bukti Fisik 
Bukti fisik menunjukkan pada 
kemampuan KORPRI Provinsi Sulawesi 
Tengah dalam menunjukkan eksistensinya 
kepada pihak eksternal. Dalam hal ini yang 
dilayani yaitu keluarga duka. Penampilan dan 
kemampuan sarana dan prasarana fisik yang 
dapat diandalkan dengan keadaan lingkungan 
sekitarnya merupakan bukti nyata dari kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh KORPRI 
Provinsi Sulawesi Tengah.  
Fasilitas fisik merupakan faktor penting 
dalam memberikan pelayanan mungkin 
mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan 
kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas 
pendukung (sarana dan prasarana) maka 
pelayanan tersebut tidak akan berhasil. 
Disamping aspek-aspek sumber daya manusia 
sebagai unsur vital dalam pelayanan, maka 
tidak kalah pentingnya ialah sarana dan 
prasarana yang dimiliki. Sebab tanpa didukung 
oleh sarana dan prasarana yang merupakan alat 
fasilitas di dalam melaksanakan kegiatan maka 
sulit bagi KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
untuk menjalankan tugas dan fungsinya serta 
dapat berhasil dengan baik. Dalam hal ini yang 
diberikan atau ditanggung melalui pelayanan 
persemayaman oleh KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah terhadap anggotanya yang 
meninggal terkait sarana dan prasara prosesi 
persemayaman. 
Berdasarkan petikan hasil wawancara 
dari keenam informan diatas, kondisi 
sebenarnya terkait bukti fisik dalam hal prosesi 
persemayaan di lingkungan pemerintah Daerah 
Propinsi Sulawesi Tengah sudah cukup baik, 
walaupun masih ada beberapa fasilitas yang 
harus dibenahi sesuai dengan prosesi 
persemayaman sehingga pihak keluarga yang 
ditinggal merasa kualitas yang diberikan 
terkait persemayaman baik. 
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Berdasarkan hasil pengamatan langsung 
penulis di lapangan mengenai kondisi sarana 
dan prasarana prsesi persemayaman di 
lingkungan pemerintah daerah Propinsi 
Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan hasil 
petikan wawancara yang dikemukakan oleh 
keenam informan tersebut dianggap 
mengetahui, memahami dan mempunyai 
wewenang secara langsung ikut serta dalam 
prosesi persemayaman. 
Terbatasnya fasilitas sarana dan 
prasarana yang diperlukan dalam pelayanan 
persemayaman bisa saja menyebabkan 
gagalnya pelayanan atau terhambatnya 
pelayanan yang diberikan, karena dengan 
terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana sulit 
bagi Korpri Provinsi Sulawesi Tengah untuk 
memberikan sarana dan prasarana secara 
menyeluruh kepada Anggota Korpri di 
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah yang meninggal dunia jika 
waktu persemayamannya bersamaan selain itu 




Keandalan dalam hal ini merupakan 
kemampuan Korpri Provinsi Sulawesi Tengah 
untuk memberikan pelayanan sesuai dengan 
yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, 
ini berarti kinerja dalam pelayanan 
persemayaman harus sesuai dengan harapan 
yang berarti dengan menunjukkan pada 
ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 
semuanya tanpa kesalahan, sikap yang 
simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi 
dalam memberikan pelayanan persemayaman. 
Pada dasarnya substansi dalam 
pelayanan kepada publik selalu dikaitkan 
dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau kelompok orang atau instansi 
tertentu untuk memberikan bantuan dan 
kemudahan kepada publik dalam rangka 
mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini 
menjadi semakin penting karena senantiasa 
berhubungan dengan khalayak publik yang 
memiliki keaneka ragaman kepentingan dan 
tujuan. Demikian halnya dengan Korpri 
Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberikan 
pelayanan persemayaman, maka yang 
terpenting adalah bagaimana memberikan 
bantuan dan kemudahan kepada keluarga duka 
dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 
kepentingannya dengan memberikan 
pelayanan persemayaman yang tepat. 
Ketepatan merupakan bagian ukuran 
keandalan hal ini berarti menunjukkan 
kecermatan atas pekerjaanya dan 
menghasilkan suatu pencapaian yang melebihi 
harapan dari yang membutuhkan pelayanan 
serta tujuan yang telah ditentukan, dapat 
dikatakan bahwa ketepatan merupakan 
pelayanan melalui suatu proses yang cermat 
atas pelayanan yang dilaksanakan dalam 
kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah, proses 
dan lingkungan kerja yang memenuhi atau 
melebihi harapan. Walaupun tidak dapat 
dipungkiri bahwa ketepatan dalam 
memberikan pelayanan persemayaman juga 
merupakan kondisi yang selalu berubah. 
Berdasarkan pernyataan kedua hasil 
informan selaku keluarga duka bahwa 
pelayanan terkait prosesi persemayaman masih 
kurang dimata keluarga. Kurangnya pelayanan 
yang sesuai dengan yang dijanjikan, ketepatan 
waktu, masih memilih-milih terhadap siapa 
yang akan dipersemayamkan walaupun pihak 
Korpri memberikan rasa simpatik. 
Pelayanan persemayaman yang tepat 
akan dapat dicapai bilamana memenuhi 
spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya 
dalam suatu prosedur yang konsisten, bagi 
Korpri Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan 
agar mempunyai kemampuan atas hal tersebut. 
Korpri Provinsi Sulawesi Tengah 
melaksanakan pelayanan persemayaman, 
diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup 
sesuai bidangnya, sehinga menghadirkan 
ketepatan dalam memberikan pelayanan 
persemayaman.  
Idealnya Korpri Provinsi Sulawesi 
Tengah dalam memberikan pelayanan 
persemayaman tidak melakukan diskriminasi 
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dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, 
agama, golongan, status sosial dan lain-lain. 
Pelayanan persemayaman yang berkualitas 
bukan hanya mengacu pada pelayanan itu 
semata, juga menekankan pada proses 
penyelenggaraan atau pendistribusian 
pelayanan itu sendiri berimbang atau tidak ada 
pengecualian semuanya diberikan pelayanan 
yang sama. 
Keandalan juga menunjukkan pada sikap 
yang simpatik yang diberikan dalam pelayanan 
persemayaman hal tersebut menunjukan 
penghargaan dan menghormati kepada 
keluarga duka yang dilayani, bahkan pada saat 
menyampaikan keluhan seharusnya selalu 
simpatik dalam menerima keluhan tanpa emosi 
yang tinggi dan pada akhirnya berdampak 
pada ketidakramahan dalam pelayanan 
persemayaman. 
Jika Korpri Provinsi Sulawesi Tengah 
simpatik dalam memberikan pelayanan 
persemayaman berarti keluarga duka akan 
merasa senang dan menyukai pelayanan yang 
dilaksanakan. Sikap simpatik dapat dilihat dari 
bentuk pelayanan persemayaman dengan sikap 
yang ditampilkan dalam pelayanan 
persemayaman yang akhirnya berdampak pada 
keluarga duka. Simpatik disini diartikan 
sebagai hubungan antara Korpri Provinsi 
Sulawesi Tengah dan keluarga duka yang 
dilakukan dengan sopan dan berpedoman pada 
etika profesi. 
Dalam memberikan pelayanan 
persemayaman Korpri Provinsi Sulawesi 
Tengah yang berada di garis depan yang 
berinteraksi langsung dengan keluarga duka 
harus dapat memberikan sentuhan pribadi 
yang menyenangkan. Sentuhan pribadi yang 
menyenangkan tercermin melalui penampilan, 
bahasa tubuh dan tutur bahasa yang sopan, 
ramah, lincah dan gesit. Sebagai inti dari sikap 
simpatik pelayanan persemayaman adalah 
belajar untuk berperilaku melalui komunikasi 
secara baik dan benar dengan setiap keluarga 
duka yang datang mau meminta pelayanan. 
Berkomunikasi yang baik ini merupakan 
keterampilan yang harus dimiliki, karena hal 
tersebut akan berpengaruh terhadap proses 
pelayanan persemayaman Korpri di 
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah. Mengapa demikian ? Karena 
akan berusaha memahami, melayani, dan 
menghargai keluarga duka. Sehingga hal 
tersebut akan membantu dalam peningkatan 
kualitas pelayanan persemayaman yang 
diberikan.  
Sikap simpatik itupun harus dibarengi 
dengan akurasi yang tinggi dan dapat dijadikan 
ukuran dari kualitas pelayanan dalam 
memberikan pelayanan persemayaman, 
akurasi yang tinggi berarti kecermatan atas 
pekerjaanya dan menghasilkan suatu 
pencapaian yang melebihi harapan atau tujuan 




Daya tanggap merupakan suatu 
kebijakan untuk membantu dan memberikan 
pelayanan persemayaman yang cepat 
(responsif) dan tepat oleh KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah dangan penyampaian 
informasi yang jelas. Dengan tidak 
membiarkan menunggu persepsi yang negatif 
dalam kualitas pelayanan persemayaman. 
Dalam hal ini pelayanan yang cepat dan 
tepat berarti melayani dengan baik merupakan 
tanggung jawab bagi Korpri Provinsi Sulawesi 
Tengah. Dengan demikian harus melayani dan 
mempelajari cara meningkatkan keterampilan 
untuk melayani sehingga berdampak pada 
cepat dan tepatnya pelayanan persemayaman 
yang diberikan. Cepat dalam memberikan 
pelayanan berarti waktu yang digunakan 
dalam memberikan pelayanan persemayaman 
minimal sama dengan batas waktu standar 
yang telah ditentukan dalam hal ini merupakan 
batas waktu yang sudah ditentukan waktunya. 
Petikan hasil wawancara tersebut 
menunjukkan bahwa 2 orang informan tersbut 
tidak merasa puas terkait pelayanan yang cepat 
dan tepat dalam proses penyemayaman serta 
kuranya informasi yang diberikan oleh pihak 
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Korpri serta janji-janji yang belum pasti 
diberikan kepada keluarga duka. 
Dalam hal ini pelayanan persemayaman 
yang cepat oleh KORPRI Provinsi Sulawesi 
Tengah idealnya adalah memberikan atau 
melakukan pelayanan dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya sehingga cepat tersebut 
dapat diukur pada hitungan menit ataupun jam, 
karena jika dihitung hari sangatlah tidak 
memungkinkan.  
Terjadi perbedaan cepat tidaknya dalam 
memberikan pelayanan persemayaman antara 
keluarga duka yang satu dengan lainnya Ini 
memang bukan rahasia lagi, karena hal ini 
sudah biasa dan sering terjadi di lapangan. 
Banyak keluarga duka sudah menjadi korban 
dari adanya diskriminasi dalam pelayanan 
persemayaman. Diskriminasi ini bisa 
menyangkut hubungan kekerabatan, 
pertemanan, keluarga, etnis, status sosial dan 
lain sebagainya. Selain itu kendala lain yang 
dihadapi adalah kendala eksternal yaitu 
kendala yang disebabkan oleh keluarga duka 
itu sendiri seperti keterlambatan 
pemberitahuan, keluarga tidak kooperatif dan 
ketiadaan koordinasi antar instansi. Masalah 
keterlambatan pemberitahuan berakibat pada 
ketidaklengkapan persyaratan/dokumen yang 
harus disiapkan sehingga seringkali membuat 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah tidak 
memberikan pelayanan yang optimal. 
Keluarga duka disarankan untuk 
memberitahukan sesegera mungkin agar 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah dapat 
melengkapinya terlebih dahulu melalui 
koordinasi dengan Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini 
yang menjadi persoalan adalah ketika lokasi 
tempat tinggalnya jauh dan instansi tersebut 
dan masalah kesibukannya membuat 
penyelesaian urusan menjadi lebih lama. Hal 
tersebut diakui oleh KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah sebagai penyebab utama 
kelambatan, tetapi jarang sekali pengurus 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah yang 
mempunyai inisiatif untuk tetap memproses 
berkas-berkas urusan tersebut dan kekurangan 
persyaratan dilengkapi kemudian. Bagi 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah, apabila 
tetap diproses, akan menyulitkan kerja mereka 
sendiri. 
Hasil wawancara di atas sejalan dengan 
observasi peneliti, bahwa kecepatan begitu 
dibutuhkan keluarga duka akan tetapi 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah dalam 
memberikan pelayanan belum dapat 
memenuhi hal tersebut. Selain itu dalam 
pelayanan persemayaman setiap orang yang 
terlibat di dalamnya ketika melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya baik selaku 
pimpinan maupun para bawahan, agar 
pekerjaannya dapat terlaksana dengan lancar 
dan harmonis untuk mencapai tujuan bersama 
yang disepakati dan ditetapkan, maka unsur 
kerjasama harus senantiasa tercipta dengan 
baik. Dengan terjadinya proses kerjasama 
maka unsur informasipun dengan sendirinya 
akan, karena apapun bentuk instruksi, yang 
berupa informasi dari pimpinan ke 
bawahannya maupun sebaliknya, masukan, 
laporan dari bawahan ke pimpinan, antara 
sesama bawahan senantiasa dilakukan melalui 
proses komunikasi. Semua aktivitas tersebut 
kebanyakan dicakup dalam komunikasi, 
dimana komunikasi merupakan dasar bagi 
tindakan dan kerja sama.  
 
Jaminan 
Jaminan dalam hal ini merupakan 
pengetahuan, kesopansantunan, dan 
kemampuan KORPRI Provinsi Sulawesi 
Tengah untuk menumbuhkan rasa percaya. Hal 
ini meliputi beberapa komponen antara lain 
komunikasi (communication), kredibilitas 
(credibility), keamanan (security), kompetensi 
(competence), dan sopan santun (courtesy). 
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai 
makhluk sosial cenderung melakukan interaksi 
dengan orang lain dengan berkomunikasi satu 
sama lain. Untuk itu dalam berkomunikasi 
manusia membutuhkan orang lain atau suatu 
kelompok untuk melakukan interaksi. Di 
dalam kelompok/ organisasi biasanya terdapat 
bentuk dan sistem kepemimpinan yang 
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mempengaruhi kelangsungan hubungan/ 
kegiatan komunikasi. Diharapkan dalam 
kegiatan komunikasi pihak-pihak dalam suatu 
organisasi terjalin  two way 
communications  atau komunikasi dua arah 
(timbal balik)  
 Pada umumnya dalam sebuah 
organisasi baik organisasi pemerintah maupun 
organisasi swasta, komunikasi memiliki fungsi 
sebagai alat untuk menjalin dan 
mengembangkan hubungan yang ada, 
sehingga terjalin sebuah jaringan kerja yang 
dapat membangun kepercayaan antara individu 
atau kelompok agar tujuan yang ingin dicapai 
oleh organisasi tersebut tercapai dengan baik. 
Komunikasi dalam hal ini merupakan 
keterampilan yang sangat penting dalam 
pelayanan persemayaman, dimana dapat kita 
lihat komunikasi dapat terjadi pada KORPRI 
Provinsi Sulawesi Tengah dan keluarga duka. 
Komunikasi dalam pelayanan persemayaman 
juga diperlukan untuk memberikan 
pemahaman dalam rangka mencapai tujuan 
dari adanya pelayanan persemayaman, 
sehingga KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
merasa termotivasi untuk melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab yang dibebankan 
kepadanya. Melalui sebuah penciptaan 
komunikasi yang efektif maka dapat 
ditemukan berbagai macam kendala-kendala 
yang menjadi penghambat, untuk kemudian 
berusaha menemukan alternatif-alternatif 
pemecahan terhadap kendala-kendala tersebut. 
Berdasarkan hasil petikan hasil 
wawancara terhadap enam orang informan, 
serta hasil pengamatan yang dilakukan oleh 
penulis, tim pelayanan persemayatan telah 
menunjukkan sikap yang sopan dan ramah 
terhadap keluarga duka. Hal ini karena 
pelayanan yang berkualitas salah satunya 
dapat ditunjukkan oleh kemampuan dalam 
memberikan pelayanan. 
Komunikasi juga tergantung pada 
persepsi, dan sebaliknya persepsi juga 
tergantung pada komunikasi. Persepsi meliputi 
semua proses yang dilakukan dalam 
memahami informasi mengenai pelayanan 
persemayaman yang diberikan. Baik buruknya 
proses komunikasi tergantung persepsi 
masing-masing orang yang terlibat di 
dalamnya. 
Pada dasarnya komunikasi dalam 
pelayanan persemayaman merupakan suatu 
proses, mempunyai persamaan dengan 
bagaimana mengekspresikan perasaan, ada 
hal-hal yang berlawanan (kontradiktif) dan 
hal-hal yang sejalan (selaras, serasi) serta 
meliputi proses menulis, mendengarkan, dan 
mempertukarkan informasi. Dalam sebuah 
pelayanan persemayaman, komunikasi adalah 
hal yang sangat penting untuk dilakukan. 
Tanpanya, pelayanan persemayaman yang 
dilakukan tidak akan efektif sehingga tujuan 
dari pelayanan persemayaman tersebut tidak 
akan tercapai. 
Berdasarkan pemahaman di atas maka 
hal ini menunjukkan bahwa komunikasi 
menempati peran penting dalam pelayanan 
persemayaman. Karena komunikasi 
merupakan aspek yang sangat menetukan bagi 
pelaksanaan pelayanan persemayaman maka 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah selaku 
pemberi layanan harus mengetahui bagaimana 
berkomunikasi yang baik sehingga mampu 
mempengaruhi keluarga duka. Sebagaimana 
dipahami bahwa salah satu tujuan dari 
berkomunikasi adalah untuk mempengaruhi 
orang lain agar mau melakukan sebagaimana 
yang kita inginkan ataupun pula mau 
mengikuti apapun sebagaimana yang kita 
harapkan. Keberhasilan komunikasi 
merupakan kunci keberhasilan dalam 
mencapai tujuan KORPRI Provinsi Sulawesi 
Tengah dengan keluarga duka dan salah satu 
tujuan berkomunikasi adalah mempengaruhi. 
Dalam mempengaruhi maka langkah yang 
paling tepat adalah dengan menggunakan cara 
yang paling disuka dan diminati oleh orang 
lain tersebut 
Kemampuan komunikasi pada akhirnya 
mempengaruhi kredibilitas KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah, Kredibilitas adalah kualitas, 
kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan 
kepercayaan keluarga duka. Kredibilitas 
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merupakan suatu image atau gambaran 
mengenai kemampuan. Kredibilitas pada 
dasarnya memberikan penjelasan bahwa 
semakin kredibel maka akan semakin mudah 
mempengaruhi cara pandang keluarga duka. 
Dengan kata lain kredibilitas mempunyai 




Empati merupakan rasa peduli untuk 
memberikan perhatian kepada keluarga korban 
terhadap kebutuhan yang sedang 
membutuhkan pelayanan. Sebagai instansi 
publik KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
yang memberikan pelayanan persemayaman 
dituntut untuk selalu siap dalam membantu 
keluarga duka yang membutuhkan pelayanan 
persemayaman. Kepedulian untuk selalu 
mengutamakan kebutuhan keluarga duka akan 
mendukung terciptanya kualitas pelayan 
persemayaman. Empati dalam hal ini berarti 
memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 
individual atau pribadi yang diberikan dengan 
berupaya memahami keinginan. Diharapkan 
memiliki pengertian dan pengetahuan, 
memahami kebutuhan secara spesifik, serta 
memiliki waktu pengoprasian yang nyaman.  
Empati dalam pelayanan persemayaman 
agar terimplementasikan dengan baik jika 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 
pengertian dan pengetahuan. Pengetahuan 
turut menentukan berhasil tidaknya 
pelaksanaan tugas  pelayanan yang  
dibebankan,  jika  mempunyai  pengetahuan 
yang cukup akan meningkatkan efisiensi 
pelayanan. Namun jika belum mempunyai 
pengetahuan cukup, maka akan memberikan 
pelayanan yang tersendat-sendat. Pemborosan 
bahan,  waktu  dan  tenaga ini akan 
mempertinggi biaya dalam pencapaian tujuan. 
Pengetahuan begitu identik dengan 
keterampilan yang dimiliki. Secara implisit 
pengetahuan muncul ketika KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah menggunakan 
kemampuannya untuk mengenali kejadian 
tertentu yang telah atau belum pernah dilihat 
atau dirasakan sebelumnya dilingkungan 
kerjanya, sehingga hasil pengetahuannya dapat 
menunjang keterampilannya. 
Hasil wawancara tersebut menunjukan 
Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
mempunyai kemampuan yang berbeda-beda 
dimana diartikan sebagai kesanggupan, 
kecakapan, kekuatan yang dimiliki antara satu 
dengan lainnya tidak sama sehinga 
membutuhkan peningkatan atas 
pengetahuannya. Ukuran pengetahuan 
mengindikasikan pada kemampuan yang 
memberikan suatu pernyataan dapat memenuhi 
segala tuntutan atau kendala yang dihadapinya 
dalam aktivitas pelayanannya, sehingga apa 
yang dikerjakannya dapat diterima dengan 
baik oleh pimpinannya termasuk bagi 
pimpinan. Pengetahuan mempunyai peran 
yang sangat penting dalam menunjang 
pelayanan persemayaman karena dengan 
adanya pengetahuan yang baik tentunya 
kendala-kendala yang ditemui dalam 
melaksanakan pelayanan persemayaman dapat 
diselesaikan dengan cepat sehingga tidak 
memakan waktu yang lama. 
Ukuran pengetahuan pada akhirnya 
berdampak pada kemampuan yang berbeda 
pula dan hal tersebut diindikasikan akan 
mempengaruhi pemahaman kebutuhan secara 
spesifik, Pemenuhan kebutuhan yang 
dilakukan menjadi faktor dasar dalam 
memberikan pelayanan persemayaman. 
Pemahaman mencakup kemampuan untuk 
menangkap makna dan arti jika hal tersebut 
dikaitkan dengan kebutuhan maka kebutuhan 
adalah segala sesuatu yang muncul secara 
naluriah dan sangat diperlukan. Beragamnya 
yang dibutuhkan membuktikan bahwa 
kebutuhan beragam juga. Walaupun secara 
umum pengertian kebutuhan adalah hasrat 
yang timbul dalam diri manusia yang jika 
tidak terpenuhi dapat memengaruhi 
kelangsungan hidupnya. Dengan memiliki 
kemampuan pemahaman dalam memenuhi 
kebutuhan pelayanan persemayaman, dan 
dengan terpenuhinya semua yang  dibutuhkan, 
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akan menjadikan pelayanan persemayaman 
dapat optimal.  
Dari uraian diatas menunjukkan bahwa 
pemahaman atas kebutuhan kebutuhan 
mencerminkan adanya kemampuan KORPRI 
Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengetahui 
berbagai kebutuhan yang diinginkan oleh 
keluarga duka. Pemahaman atas kebutuhan 
timbul karena adanya tuntutan fisik dan psikis 
agar dapat terpenuhi keinginan keluarga duka 
penerima layanan, dengan mempertimbangkan 
waktu pengoperasian yang mana merupakan 
suatu usaha pengelolaan waktu secara 
maksimal penggunan semua faktor yang ada di 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah baik itu 
tenaga kerja (SDM), mesin, peralatan, raw 
material (bahan mentah) dan faktor yang 
lainnya dalam proses tranformasi untuk 
menjadi pendukung dalam pelayanan 
persemayaman. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian kualitas 
pelayanan persemayaman Anggota KORPRI 
di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah maka dengan ini 
disimpulkan yaitu: 1. Bukti fisik menunjukkan 
kemampuan sarana dan prasarana fisik di 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah cukup 
memadai. 2. Keandalan atau kemampuan 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah untuk 
memberikan pelayanan persemayaman sesuai 
dengan yang dijanjikan secara akurat dan 
terpercaya dengan parameter ketepatan waktu, 
pelayanan yang sama untuk semuanya tanpa 
kesalahan belum terlaksana dengan baik, 3. 
Daya Tanggap yang merupakan pelayanan 
yang cepat (responsif) dan tepat terhadap 
pelayanan persemayaman oleh KORPRI 
Provinsi Sulawesi Tengah belum terlaksana 
dengan baik walaupun telah terdapat 
penyampaian informasi yang jelas. 4. Jaminan 
yang meliputi pengetahuan, kesopansantunan, 
dan kemampuan dalam memberikan pelayanan 
persemayaman oleh KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah untuk menumbuhkan rasa 
percaya telah terlaksana dengan baik. 5. 
Empati meliputi memberikan perhatian yang 
tulus dan bersifat individual atau pribadi dalam 
pelayanan persemayaman yang diberikan oleh 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah sudah 
berupaya memahami keinginan. Diharapkan 
memiliki pengertian dan pengetahuan, 
memahami kebutuhan secara spesifik, serta 
memiliki waktu pengoprasian yang nyaman 
telah terlaksana dengan baik. 
 
Rekomendasi 
Guna meningkatkan kualitas pelayanan 
persemayaman Anggota KORPRI di 
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah maka peneliti 
mengungkapkan saran sebagai berikut : 
Bagi Dewan KORPRI Provinsi Sulawsi 
Tengah mengusulkan tambahan sarana dan 
prasarana ke Pemerintah daerah Provinsi 
Sulawesi tengah maupun ke Dewan Pengurus 
KORPRI Nasional.  
Perlunya kajian yang kompherensif oleh 
instansi terkait bagi pelayanan persemayaman 
Anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah agar 
pelayanan dapat terlaksana secara cepat dan 
tepat sesuai dengan harapan keluarga duka 
yang akan dilayani. 
Bagi Pengurus KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah agar merubah pola pikir agar 
tidak terulang kembali dalam memberikan 
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